KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG NOMOR 481 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA
TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

Abstrak

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan
pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun
insidentil

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buleleng ini adalah undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916),
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6863), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tetang Pengelolaan barang
Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun
2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98), Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan  Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 99), Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954),
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/ PMK.06/2021
tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471),
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/ HK.03.1-
Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku saat ditetapkan tanggal
10 Juli 2023.



